Pengumuman Peserta

Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang_Berkontrak

Kode Tender
Nama Tender

Rencana Umum Pengadaan

Uraian Singkat Pekerjaan
Tanggal Pembuatan
Tahap Tender Saat Ini
K/L/PD/Instansi Lainnya
Satuan Kerja

Jenis Pengadaan
Metode Pengadaan
Reverse Auction?
Tahun Anggaran

Nilai Pagu Paket

Jenis Kontrak

Lokasi Pekerjaan
Kualifikasi Usaha

Syarat Kualifikasi

Peserta Tender

39657011

Renovasi 2 (Dua) Unit Rumah Negara Tipe E pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
50662500 Renovasi 2 (Dua) Unit Rumah Negara Tipe E pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan APBN
Selatan

& Spesifikasi Teknis Renovasi.pdf

18 April 2024

Tender Sudah Selesai

Kementerian Keuangan

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pekerjaan Konstruksi

Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction

APBN 2024

Rp. 377.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 376.999.566,39
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

= Banjarmasin - Banjarmasin (Kota)

Kecil

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

Jenis Izin  Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi

NIB dan  Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi, berupa a. Memiliki Nomor Induk Berusaha

Sertifikat NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 dengan kode KBLI 41011 b. Dalam hal

Standar  Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat belum terverifikasi
dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi atau c. Memiliki Nomor
Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017 dengan kode KBLI 41011

SBU Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasilayanan a. Memiliki SBU
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 19 Tahun 2014 atau Peraturan LPJK Nomor 3
tahun 2017 disyaratkan subklasifikasilayanan BG001 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel atau b.
Memiliki SBU sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 6 Tahun 2021 disyaratkan
subklasifikasilayanan BG001 Konstruksi Gedung Hunian c. Ketentuan yang dimaksud huruf a dan b adalah Dalam hal SBU yang
digunakan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 19 Tahun 2014 maka tidak
dapat menggunakan NIB berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 6 Tahun 2021 ,
atau Dalam hal SBU yang digunakan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 6
Tahun 2021 maka wajib menggunakan NIB sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 6
Tahun 2021 yang memiliki KBLI 41011 Penilaian Pemberlakuan SBU pada masa Transisi mengacu pada Surat Edaran Menteri PUPR
nomor 21SEM2021 dan Surat dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi nomor BK0301-Mn2289 dan BK 0301Kj230

Mempunyai status valid keterangan Waijib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Waijib Pajak.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Persyaratan Kualifikasi Lain

Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan danatau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana, dan penguruspegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan
Negara

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta
termasuk pengalaman subkontrak.

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

(1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling
banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp.
2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

52 peserta
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